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ABSTRAK

Penclitian ind bertujuan untuk menganalisis tata kelola kevangan yang diterapkan dalam
program kebijakan administrasi pembengunan tahun 2022 di Biro Administrasi

Sckretariat Daerah Provinsi Sumatera Selstan. Teori yang digunakan
adalsh teori tata kelola (pengelolaan) keuangan olch Luther Gullick dalam Siagian (2014:
84) dengun dimensi perencansan, pengorganisasian, kepegawalan, pengarahan,
koordinasi, pelaporan dan penganggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data mekalui wawancars, observasi, dan
stadi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata keloln keuangan yang efektif
dan transparan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksansan program
kebijakan sdministrasi pembangunan. Faktor-faktor seperti pengelolaan anggaran yang
akuntabel, pengawnsan yang ketnt, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku
dana publik.

Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan, Kebijakan Administrasi Pembangunan, Bire
Administrasi Pembangunan
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ABSTRACT

Mdmhnwﬁqmma&mwhmwn&MmBmofmw
Secretariat of South Sumatrn Province. The theory used is the theory of financial
governance (management) by Luther Gullick in Siagian (2014: 84) with dimensions of
mmmdlmmwmmmdwmm
research method used is a qualitative approach with data collection techniques through
inferviews, observations, and documentation studics, The results showed that effective
mdmmﬁmhlgmmhmimpaﬂﬂinwppoﬂimthemﬁal
implementation of development administration policy programs. Faclors such as
Mwwﬁammwnmmmm
stakeholders are the main keys in maintaining the integrity and efficiency of the use of
public funds.

Keywouards: Financial Governance, Development Administration Policy, Development
Administration Bureau
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Manusia harus meningkatkan kualitas dan produktivitasnya dalam bekerja untuk
mencapai tujuannya. Tata kelola keuangan adalah serangkaian kegiatan yang baik
dalam merancang strategi, membuat keputusan, mengendalikan, mengorganisir, serta
memimpin atau mengarahkan sumber daya manusia, keuangan, material, dan
informasi guna mencapai kinerja yang optimal tujuan dan sasarannya. Selain sebagai
sarana untuk mengekspresikan ketidaksetujuan setiap orang terhadap keadaan
keuangannya, tata kelola keuangan juga berfungsi sebagai pengingat bagi setiap
individu akan pentingnya mengelola uang dalam kaitannya dengan kebutuhan sehari-
hari. Dalam konteks ini, membuat keputusan keuangan yang baik tidak diragukan lagi
merupakan langkah yang diperlukan. Nilai tukar merupakan isu krusial yang menjadi
perhatian banyak orang akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan tantangan yang dihadapi
oleh masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangan mereka. Konsep yang dikenal
sebagai "tata kelola keuangan" mencakup proses perencanaan, pengelolaan, dan
pengawasan sumber daya keuangan pemerintah. Tujuan utama dari tata kelola
keuangan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif,
terbuka, dan akuntabel.

Prinsip utama mesti diterapkan di berbagai negara di dunia, tata kelola keuangan
yang baik sangatlah penting. Memperkokoh strata serta institut sesuai dengan UU
diteapkan valid merupakan kunci utama diperlukan untuk menciptakan tata kelola
keuangan yang efektif. Pelayanan publik yang ekonomis, efektif, transparan,
akuntabel, handal, dan respensif harus menjadi kebutuhan masyarakat modern. Ini
termasuk tuntutan terhadap tata kelola PEMDA. Menurut (Peraturan Pemerintah (Pp)
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.) pengelolaan
keuangan juga harus melangsungkan tindakan untuk mencegah anomali moneter,
seperti inefisiensi alias pemanfaatan yang belum efisien. Tidak ada penataan moneter
nan lurus dapat memungkinkan tindak pidana korupsi.

Keuangan sektor publik mencakup semua aktivitas keuangan yang terkait
dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota),

badan-badan publik, dan lembaga non-profit yang dimiliki pemerintah. Pemenuhan



kebutuhan masyarakat, stabilisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pentingnya
akuntabilitas dan transparansi, dan pembiayaan proyek prioritas adalah semua contoh
bagaimana keuangan sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam
memastikan kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategis organisasi atau program pembangunan harus termasuk
perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan mencakup penetapan visi, misi, tujuan,
dan strategi jangka panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semua tindakan
yang berkaitan dengan tata kelola keuangan baik perusahaan maupun lembaga
pemerintah diatur oleh tata kelola keuangan, yang menjadikannya salah satu bidang
yang sangat penting. Pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan biasanya merupakan kegiatan
mengelola anggaran harian yang digunakan pelaksana dengan objek meraih
ketentraman moneter. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pelaksana moneter yang
baik agar dana dapat dijaga dengan baik dan digunakan sesuai dengan kebutuhan
tanggung jawab agar anggaran belum berhamburan serta melancarkan dengan kondisi
tepat demi agar proses pengelolaan uang dan aset lainnya tidak mengganggu (Dwinta,
2010). Pada sektor publik, pengelolaan keuangan melibatkan serangkaian kegiatan
yang mencakup perencanaan (planning) perencanaan keuangan sektor publik
mencakup pengembangan tujuan dan strategi keuangan untuk mencapai misi
organisasi., pengorganisasian (organizing) pengorganisasian melibatkan penentuan
struktur organisasi, pembagian tugas, dan pengaturan sumber daya keuangan,
koordinasi (coordinating) melibatkan integrasi kegiatan keuangan agar berjalan
sejalan dengan tujuan organisasi., penyusunan pegawai (staffing) pengadaan sumber
daya manusia dalam konteks keuangan sektor publik melibatkan pemilihan, pelatihan,
dan pengembangan staf keuangan., pengarahan (directing) melakukan pengawasan
dan bimbingan terhadap staf keuangan dalam menjalankan tugas mereka, pelaporan
(reporting) keuangan sektor publik melibatkan penyajian informasi keuangan yang
akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan, dan penganggaran (budgeting)
penganggaran melibatkan penyusunan rencana anggaran yang mencerminkan alokasi
dana untuk keperluan organisasi.

Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab untuk memberikan

layanan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah provinsi,



termasuk penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, serta pelaksanaan
TUPOKSI OPD provinsi di bagian pengelolaan. Bagian pengelolaan ini pemerintah
pusat bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya untuk sinkronisasi,
pembaharuan, pemantauan, kontrol, penilaian, dan laporan kemajuan pembangunan
oleh pemerintah setempat dan pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen penting dalam
pemerintahan daerah dan merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara.
Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang dapat mengoptimalkan
potensi pembangunan suatu wilayah untuk mencapai target pembangunan. Untuk
menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparansi dan akuntabilitas
harus diperkuat. Karena prosedur dan keterbatasan media, pengelolaan keuangan di
Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak
selalu tersedia untuk publik. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui pengelolaan
keuangan, yang menyebabkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Sejak penganggaran berbasis kinerja diterapkan, setiap pemerintah daerah
diwajibkan untuk melaporkan kinerja pemerintahannya dengan baik. Ini menunjukkan
bahwa tata kelola keuangan masih menjadi salah satu masalah penting untuk dipelajari
oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan. Semakin meningkatnya tuntutan
untuk menerapkan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti Biro
Adminitrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan
dapat mengurangi pemborosan, kebocoran dana, dan program yang tidak layak secara
ekonomi. Sistem pelaporan dan audit yang tidak efektif dapat menyebabkan kebocoran
dana terjadi tanpa terdeteksi, dan kegagalan untuk mengaudit atau memeriksa transaksi
keuangan suatu organisasi dapat menyebabkan kebocoran dana terjadi tanpa
terdeteksi. Namun kenyataaan, masih terjadi kendala pengelolaan pada instansi
tersebut. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara prioritas program kebijakan dan
pelaporan keuangan (reporting). Jika kebutuhan mendesak atau strategis tidak

diberikan prioritas yang memadai, maka pelaporan tidak akan mencerminkan



kebutuhan sebenarnya, kedua adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam aspek
penempatan pegawai (staffing). Hal ini dapat menghambat pengelolaan keuangan dan
menyebabkan kesalahan dalam penentuan prioritas.

Tabel 1. Tabel Staff Pengelola Keuangan

No Program/Kegiatan Jumlah Staff
Pengelola
Keuangan

1 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 5

2 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 5

3 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 3

4 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 3

5 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4

6 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 4

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Sumsel, 2024
Adanya ketidaksesuaian staff pengelola keuangan pada kegiatan (3)
Pengendalian ~ Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, prioritas
kepegawaian yang tidak sesuai dengan tata kelola keuangan sering kali menyebabkan
ketidakseimbangan dalam anggaran program. Misalnya, alokasi anggaran yang tidak
proporsional untuk rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi karyawan bisa menjadi
tanda ketidaksesuaian prioritas kepegawaian dengan kebutuhan keuangan.
Adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan pada Program Kebijakan
Administrasi Pembangunan Tahun 2022 di Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan realisasi pengelolaan

tidak mencapai target, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.



Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Program Kebijakan Administrasi
Pembangunan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
No | Program/Kegiatan Target Realisasi

Rp % Rp %

1 Pengendalian Administrasi | 200.000.000 100 157.195.202 78,60
Pelaksanaan Pembangunan
APBD

2 | Pengendalian Administrasi | 150.000.000 100 127.832.855 85,22
Pelaksanaan Pembangunan
APBN

3 Pengendalian Administrasi | 225.000.000 100 79.396.722 35,29
Pelaksanaan Pembangunan
Wilayah

4 Analisis Capaian Kinerja 125.000.000 100 87.927.000 70,34
Pembangunan Daerah

5 Pelaporan Pelaksanaan 125.000.000 100 85.110.000 68,09
Pembangunan Daerah

6 Fasilitasi Perumusan 125.000.000 100 97.813.400 78,25
Kebijakan Teknis
Pembangunan Daerah

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumsel, 2024

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan mencakup 6 kegiatan, yaitu
(1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, (2) Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (3) Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, (4) Analisis Capaian Kinerja Pembangunan
Daerah, (5) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, (6) Fasilitasi Perumusan
Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah. Realisasi program pada tahun anggaran 2022
masih dibawah target (100%), realisasi kegiatan pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah hanya mencapai 35,29%. Hal ini dapat dikatakan
bahwa Tata Kelola Keuangan Pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan Secretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan) belum berjalan maksimal.

Menurut (Luther Gullick, Siagian 2014) menjelaskan bahwa tata kelola

(pengelolaan) yang baik mencakup 7 unsur, yaitu (1) Planning merupakan tindakan



memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan
digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu, (2) Organizing
diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja
sama di suatu institusi, (3) Staffing melibatkan seleksi, pelatihan, dan penempatan
sumber daya manusia yang sesuai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam
organisasi, (4) Directing merupakan penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan
bimbingan terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun
fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan
staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-
masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan, (5) Coordinating
merupakan satu dari beberapa fungsi pengelolaan untuk melakukan berbagai kegiatan
agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan
menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga
terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi, (6)
Reporting merupakan menyusun laporan tentang kinerja organisasi dan individu
untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi pencapaian tujuan, (7) Budgeting
merupakan fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui
perencanaan fiskal dan akuntansi.

Penelitian terdahulu terkait tata kelola keuangan sudah banyak diteliti, namun
dalam aspek yang berbeda-beda. (Nasution, 2018); (Hidayah et al., 2021); (Gustar,
2021); (Ratna, 2023);(Waruwu et al., 2023) mengkaji aspek perencanaan (planning)
dalam penelitian mereka membahas bagaimana perencanaan tata kelola keuangan,
(Palalangan et al., 2019) meneliti dalam aspek pengorganisasian (organizing) bahwa

sektor pariwisata di objek wisata "Kete’ Kesu" di Kabupaten Toraja Utara telah



dikelola dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari cara pengelolaannya, (Widiastuti
et al., 2022) meneliti dalam aspek pengarahan (directing) bahwa masih dalam tahap
konsolidasi kelembagaan karena beberapa unit usaha BUMDes sudah berdiri
sebelumnya, (Gaol et al. , 2023) meneliti dalam aspek pelaporan (reporting) laporan
keuangan masih sangat sederhana, tidak mencatat penerimaan dan pengeluaran kas
sama sekali, (Tafyiroh, 2023) meneliti dalam aspek penganggaran (budgeting) bahwa
yaitu penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, dari pemerintah
ataupun masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan
keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, terutama pada aspek dan
lokus. Penelitian ini lebih komprehensif karena semua aspek dikaji yang meliputi
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan pegawai
(staffing), pengarahan (directing), koordinasi (coordinating), pelaporan (reporting),
dan penganggaran (budgeting). Lokus penelitian ini adalah Program Kebijakan
Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini perlu
untuk dilakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Keuangan Pada Program
Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 (Studi Pada Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” Penelitian ini
diharapkan dapat membantu pihak Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan para aktor yang terkait dalam pengelolaan
keuangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan tata kelola

yang dilaksanakan tersebut.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di Latar Belakang, maka perumusuan masalah yang
menajadi fokus dalam laporan ini adalah “Bagaimana Tata Kelola Keuangan Pada
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2022 pada Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan?”’.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis tata kelola
keuangan pada program kebijakan administrasi pembangunan tahun 2022 pada Biro

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian
A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
peneliti Administrasi Publik, khususnya terkait tata kelola keuangan publik.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada Program
Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
serta solusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini seperti, menetapkan prioritas
dengan mengidentifikasi proyek atau program yang paling kritis dan memiliki dampak

positif terbesar pada pembangunan.
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